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. TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
| | BUPATI PACITAN

Menimbang

B

.‘ b. bahwa untuk memun gut retri busn sebagalmana dimaksud pada huruf a,

~ perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

disempumakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940 ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; '

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Neﬁeri
Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Retribusi Daerah’ Tingkat 1 dan Daerah Tingkat 1I, maka Izin '
Gangguan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat I1 ;

3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urlisan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

3037);

4. Undang-undang Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) jo.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan

~Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomr

2944) ;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2853) jo Undang-undng Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

- Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman

Modal Dalam Negeni (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesna

Nomor 2944) ;

B Lok TR



6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor . 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274):

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3685);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr
3699);

11. Undang-undang Nomor 22 tahun 1974 tcntang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

13, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
mengenai Dampak lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3338) ; :

14, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retnibusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992
tentang tata Cara penanaman Modal ; ‘

16. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata
Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang
mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1967 dan Undng-undang Nomor 6 Tahun 1968 ; _

« 17. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 4 Tahun 1987 tentang
Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap
Pembenan Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;

. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri
* serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin
Undang-undang Gangguan (UUGYHO bagi Pcrusahaan-perusahaan
yang berlokasi diluar kawasan industri ;
. 19. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata
Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undng-
~ undang  Gangguan (UUGYHO bagi Perusahaan-pcrusahaan yang
berlokasi diluar kawasan industri ; :

20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ;



t

- 21.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

. 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ; _

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-
undang Gangguan Perusahaan ; _

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat I1.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pacitan Nomor 7
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ngkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pacltan ,

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

d

. MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
. Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a.

b
<.
d

Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;

. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;

Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ;

Pe_]abat, adalah pegawai yang dlben tugas tertentu dibidang retribusi
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usha milik Negera atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan
firma, kong51 koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lcmbaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;

Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pemberin izin tempat usaha kepada orang pribadi atau
badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;

Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah
retribusi yang terutang ;

Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk meneari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;



i Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Dz;erah, adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
- selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk meneari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dlbldang _
retrnbusn yang terjadl serta menemukan tersangkanya

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI _
Pasal2 . . :
Dengan nama Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi
tertentu yang menimbulkan bahaya, kemgnan dan gangguan ;

Pasal 3

| (D Objek Retnbusn adalah pembenan izin tempat usaha kepada orang pribadi

atau badan dilokasi tertentu yang memmbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya
telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah ; ‘

]

~ Pasald

| Subjek Retribusi adalah orang pnbadl atau badan yang memperoleh 1zm

tempat usaha

"BAB I B
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal §

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu ; 5_

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGG UNAAN JASA
Pasal 6

(1) ngkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang'
' tempat usaha dan indeks lokasn! indeks gangguan ; .

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah luas
bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai ;

3) Tempai usaha yang menggunakan mesin penggerak, tingkat penggunaan
mesin diukur berdasarkan perkallan antara besarnya daya dengan mdeks
mesm :



) Indeks lokasi/indeks gangguan, Indeks luas ruang tempat usaha dan mdeks

mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) ditetapkan sebagai

berlkut

- -a, Indeks lokaslfmdeks gangguan :

- Kawasan Industn | ' ' indeks

1;
~ Kawasan Perdagangan - indeks 1,5;
- Kawasan Pariwisata - - indeks 1,75;
- Kawasan Perumahan dan permukiman indeks 2 ;
. b. Indeks ruang terhpat usaha .
- LuasOsd25m? = . “indeks 1
- Luas26s/d 50 m? indeks 1,5
- Luas lebih dari 51 m* indeks 2,5
c. Indeks Penggunaan mesin;
-~ Daya0sd10PK indeks 1
- Dayalls/d25PK - indeks 3
- . Daya 26 s/d 50 PK - indeks 4
- Dayalebih dari.Sl PK : ~ indeks 10
'4 ' BAB V-

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
- STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
' Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penétapan struktur dan besamya tarip Retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian
1zin; . ' a

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengeeckan dan

pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasn _
- dalam rangka pengawasan dan pengendalian ; - _

' B AB VI
STRU KTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Puds

- (1) Besamya tarip berdasarkan luas ruang tempat usaha ditetapkan sebesar

Rp. 1000perm ;o

(2) Besamya tarip berdasarkan daya mesin dltetapkan sebesar Rp. 1000,- per‘.
PK.-



BAB VIl
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal9

(1) Retribusi yan'é tcmtang dihitung dengan mengalikan tarip scbagalmana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan Jasa
scbagalrnana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ;

(2) Rctnbusn yang terutang bagi usaha yang rncnggunakan mesin penggerak
dihitung dengan menjumlahkan retribusi terutang sebagaimana dimaksud

-~ ayat (1) dengan hasil perkalian antara .tingkat penggunaan mesin -

scbagalrnana dimaksud pasal 6 ayat (3) dcngan tarip tersebut pada pasal 8
ayat (2).

- BAB vl
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retnbusn yang tcrutang dlpungut di mlayah Dacrah tempat izin usaha
diberikan,

., BABIX .
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG
| Pasal 11

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 3 (t1 ga) tahun.
| Pasal 12
Rctnbusn terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dlpcrsamakan

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pcrnuhgutan rctribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dcngan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dlpcrsamakan

-~ BAB XI i
TATACARA PEMBAYARAN L
' Pasal 14 : :

9} Pcmbe{yaran retribusi yang terutang harus dilunasi s;ckali gus;

(2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pernbayaran retribusi diatur
dengan chutusan Kepala Daerah. ,



BAB XII
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 15

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
tindakan awal penagihan retribusi terutang dikcluarkan segcra setelah 7
(tujuh) hari sejak saat;jatuh tempo pembayaran ;

(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajlb retribusi hams melunasn
retnbusn yang terutang ;

(3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikcluarkan oleh Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. :

BAB XM
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBERBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain dapat
diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur, .

(3) Pembebasan retnbusn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dltetapkan _
oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinéga
memgikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali ;jumlah Retnbusn
yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 18 ;

(I) Pejabat pegawai Negeri Sipil tententu dilingkuhgan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk metakukan penyndlkan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

4



a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jelas ;-

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

_ sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lam
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

g- Menyuruh berhenti, melarang seseorang mcmnggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dlmaksud
pada hurufc ;

h. Memotrct seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retnbusn
Daerah ;

i Memanggll orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagal
tersangka atau saksi,

j. Menghentikan penyldlkan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan

- tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB xv ' !
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatcn Daerah Tingkat 11 Pacitan Nomor
12 Tahun 1990 tentang Izin Undng-undang Gangguan (HO) serta Peraturan
Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.



L aa ) B _- o ' Pasal 17

l’eraturq'n Dacrall ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan,
- Agar seliép orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan pengundaﬁg,an
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

- Kabupalen Pacitan, _

Disahknn di Pacitan ‘
Pada tanggal 27 Maret 2000

RUPAT! PACITAN
Cap. 1ud
. SUTJIPTO

E Diundnngknn di Pacitan
Pada Tanggal 31 Maret 2000

Sekretaris Dacrah

Des. SDIIMAN
PPembina Utama Muda
NIP, 510 049978

. o Lembaran Daernh Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 12 Scri B.

¢



